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[bookmark: _Toc246951817]3.1 	Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek
	Dalam pelaksanaan kerja praktek pada PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, Penulis ditempatkan dibagian kredit, yang tepatnya dibagian administrasi kredit yang bertugas untuk melayani nasabah yang akan mengambil berkas kredit dan juga membantu menangani pemberian kredit kepada nasabah.
[bookmark: _Toc246951818]3.2 	Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek 
	Penulis sebelum melakukan kegiatan kerja praktek di PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung, penulis diberi tinjauan secara langsung tentang ruang lingkup keberadaan tempat dimana kita ditempatkan. Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek penulis antara lain :
a. Mempersiapkan dokumen dan berkas-berkas kredit yang diantaranya adalah : perjanjaian kredit, berkas barang jamnan, polis asuransi yang sesuai dengan persyaratan yan ada dalam surat keputusan perjanjiankredit.
b. Melayani nasabah yang akan mengambil berkas kredit, pengambilan berkas dilakukan jika nasabah telah melunasi kredit yang telahdipinjamnya dan telah disetujui oleh pihak bank.
c. Melaksanakan pencairan / realisasi dana, antara lain : mencetak bukti kuitasi pelunasan kredit dan input data nasabah kredit ke pusat data. 
d. Melakukan pengarsipan data dokumen debitur dan disimpan diruang arsip.
[bookmark: _Toc246951819]3.3 	Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek
[bookmark: _Toc246951820]3.3.1 	Posedur pemberian Kredit Pada PT. Bank Jabar Banten 
1. Persiapan Kredit
Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara Bank dengan calon kredit.
2. Tahap Analisa Kredit 
Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan calon debitur, mulai dari karakternya sampai dengan kemampuannya mengembalikkan kredit, sehingga debitur tidak terkena masalah kredit macet yang bisa menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
3. Tahap Keputusan Kredit 
Atas dasar laporan hasil analisa kredit, maka pihak Bank dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut dapat disetujui atau tidak.
4. Tahap pelaksanaan Kredit
Setelah bank menerima dan meneliti semua persyaratan dari calon debitur, bank membuat perjanjian kredit, kemudian perjanjian kredit ini diberikan kepada calon debitur untuk dipelajari. Kemudian setelah kedua belah pihak sepakat, dalam hal ini pihak bank dengan calon debitur, maka perjanjian kredit pun ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
5. Tahap Administrasi
Pengelolaan administrasi umumnya yang melakukan adalah pelaksana kredit, tetapi adapula yang memakai bagian supervise untuk melakukan administrasi.
6. Tahap Supervisi
Tahap ini adalah tahapan yang paling sulit untuk dilaksanakan, apalagi jika keadaan debitur kurang menguntungkan, namun pada dasarnya tahap supervise ini adalah tahap pengawasan setelah kredit diberikan, dimana bagian supervise memonitor pembayaran angsuran kredit tiap bulanyya. Tahap ini adalah salah satu jalan pengamanan kredit, untuk mencegah ataupun menanggulangi kredit macet.
	Di Bank Jabar tahap analisa kredit dengan tahap keputusan digabungkan menjadi satu, jadi pada Bank Jabar tahap analisis adalah juga tahap keputusan kredit. Ini disebakan karena pihak instansi ataupun perusahaan calon debitur dengan Bank Jabar telah membayarkan gajinya di Bank Jabar, jadi Kredit di Bank Jabar ini dapat digolongkan sebagai kredit aman dan sistemnya kolektif, pada program kredit ini Bank Jabar bisa langsung memmotong angsuran dari rekening debitur yang bersangkutan. Untuk yang mengadakan perjanjianterlebih dahulu dengan Bank Jabar, pihak Bank Jabar dapat membuat tagihan langsung ke bendahara gaji dimana debitur bekerja. Tahap administarsi disatukan dengan tahap permohonan, dan yang melakukan tahap administrasi penginputan data adalah petugas yang menerima permohonan, sehingga dalam mengajukan kredit pada Bank Jabar Banten cukup baik karena setiap debitur dapat dngan mdah melalui setiap prosedur yang ada.
3.3.2	 Ketentuan Umum Pelakaanaan Kredit Guna Bakti
	       Syarat Bagi PNS PEMDA adalah sebagai berikut :
a. Melampirkan Surat permohonan kredit berpenghasilan tetap.
b. Melampirkan Surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh ataan langsung dan bendaharawan / coordinator pembayaran gaji.
c. Surat pernyataan yang menjamin kelancaraan atas pengembalian pembayaran kredit tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara gajinya.
d. Melampirkan Surat Pernyatan yang diketahui atasan / bendahara gaji, bahwa calon debitur tersebut tidak mempunyai utang pada Bank lain.
e. Melampirkan Surat Persetujuan suami istri.
f. Melampirkan Surat Kesediaan Melunasi Sisa Kewajiban, jika diberhentikan / mengundurkan diri / dialihtugaskan ke luar wilyah kerja Bank Jabar.
g. Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai ( 100% ).
h. Asli Surat Keputuan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri ( 80% ).
i. Asli Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir.
j. Asli Kartu Taspen bagi PNS.
k. Asli Kartu Pegawai / NIP.
l. Daftar gaji terakhir yang disetujui atasan langsung / bendahara.
m. Berita Acara On The Spot ( OTS ).
n. Pas foto suami / istri, fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi kartu keluarga dan surat nikah.
Keterangan lainnya, Khusus untuk Pegawai Pemda, adalah sebagai berikut :
a. Maksimal plafon kredit Rp 75.000.000,00.
b. Jangkawaktu kredit maksimal 10 tahun, atau disesuaikan dengan sisa masa kerja.
c. Tingkat suku bunga yang berlaku 11% per tahun.
d. Maksimum angsuran kredit tiap-tiap bulan 60 % dari gaji bersih.
e. Provinsi kredit sebesar 0.2 % pertahun dengan maksimum 1,50%.
		Syarat Bagi PNS Non PEMDA adalah sebagai berikut :
a. Asli Surat Kepututsan Pengangkatan Calon Pegawai.
b. Asli Pengangkatan Pegawai.
c. Asli Surat Keputusan Kepegawaian terakhir.
d. Tanda Kepersertaan dari Dana Pensiun.
e. Fotokopi Kartu Pegawai.
f. Berita Acara On The Spot.
g. Untuk debitur yang pengajuan Kreditnya diatas Rp 50.000.000,00 agar dilengkapi NPWP debitur tsb.
h. Pengisisan formulir Pengajuan sama dengan PNS Pemda.
Keterangan Lainnya, Khusus untuk Pegawai Non Pemda, adalah sebagai berikut :
a. Maksimal plafon kredit Rp 50.000.000,00.
b. Jangka waktu kredit maksimal 7 tahun, atau disesuaikan dengan sisa masa kerja.
c. Tingkat suku bunga yang berlaku 11% per tahun.
d. Maksimum angsuran kredit tiap-tiap bulan 50% dari gaji bersih.
e. Provisi kredit sebesar 0.2% pertahun dengan maksimum 1,50%.
Syarat Bagi Pensiunan adalah sebagai berikut : 
a. Asli Surat Keputusan tentang Pensiun.
b. Asli Surat Perstujuan Suami Istri.
c. Copy Kartu Keluarga.
d. Copy KTP Pemohon dan Suami / Istri.
e. Asli Kartu Riwayat Hidup.
f. Kuasa Mendebet Rekening untuk Angsuran Kredit.
Keterangannya Lainnya, Khusus Untuk Pensiunan, adalah sebagai berikut :
a. Maksimal plafon kredit Rp 45.000.000,00.
b. Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
c. Tingkat suku bunga yang berlaku 11% per tahun.
d. Maksimum angsuan kredit tiap-tiap bulan 60% dari gaji bersih.
e. Provisi kredit sebesar 0.2% per tahun dengan maksimum 1,50%.
Syarat Bagi DPRD, adalah sebagai berikut : 
a. Asli SuratPengangkatan sebagai Anggota DPRD.
b. Copy Kartu Keluarga.
c. Copy KTP Pemohon beserta Suami / Istri.
d. Daftar Gaji yang dibuat oleh bendahara gaji dan disetujui oleh atasan langsung.
e. Berita Acara On The Spot  ( OTS ).
f. Pengisian forulir sama engan Pegawai Pemda.
Keterangan Lainnya, Khusus Anggota DPRD, adalah sebagai berikut :
a. Maksimal plafon kredit Rp 100.000.000,00.
b. Jangka waktu kredit maksimal sesuai masa pengabdian.
c. Tingkat suku bunga yang berlaku 11% per tahun.
d. Maksimum angsuran kredit tiap-tiap bulan 60% dari gaji bersih.
e. Povisi kredit sebesar 0.2% per tahun dengan maksimum 1,50%.
Persyaratanya lainnya, adalah sebagai berikut :
a. Debitur wajib menyimpan tabungan yan diblokir sebesar 1 ( satu ) kali angsuran kredit sampai dengan kredit tersebut lunas.
b. Membayar biaya premi asuransi jiwa.
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